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Abstract:

This research method uses quantitative data collection and analysis, accountability of state financial
supervision is a fundamental principle in good governance to ensure the use of public budgets is
transparent, efficient, and in accordance with laws and regulations. This paper discusses the concept,
mechanisms, and challenges of accountability in state financial supervision in Indonesia. With
effective and accountable supervision, public trust in state financial management can be increased, so
that the risk of corruption and budget waste can be minimized. Accountability is not merely an
administrative obligation but a prerequisite for the legitimacy and sustainability of national
development and must be accounted for or answered and indicate the performance and actions of a
person/leader of an organizational unit to the party who has the right or authority to request
accountability in the form of a report using the principle that every state financial management
activity must be accountable to the people. State financial accountability must be managed properly
both transparently and accountably. The existence of accountability reports, the ease of access to
public information related to state finances, in this concept, a person who is given a mandate or
position in this world must be accountable for everything he does, accountable before humans as
leaders and the community and accountable before Allah SWT according to the mandate given.
Keywords: Accountability, State Financial Supervision.

Abstrak:

Metode penelitian ini menggunakan kuantitatif melakukan pengumpulan dan analisis data,
akuntabilitas pengawasan keuangan negara merupakan prinsip fundamental dalam tata kelola
pemerintahan yang baik untuk memastikan penggunaan anggaran publik berjalan transparan, efisien,
dan sesuai peraturan perundang-undangan. Tulisan ini membahas konsep, mekanisme, dan tantangan
akuntabilitas dalam pengawasan keuangan negara di indonesia. Dengan pengawasan yang efektif dan
akuntabel, kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara dapat meningkat, sehingga
risiko korupsi dan pemborosan anggaran dapat diminimalisir. Akuntabilitas bukan sekedar kewajiban
administratif melainkan prasyarat bagi legitimasi dan keberlanjutan pembangunan nasional dan harus
dipertanggungjawabkan atau menjawab dan menandakan kinerja serta tindakan seorang/pimpinan
suatu unit organisasi pada pihak yang mempunyai hak atau yang berwenang meminta
pertanggungjawaban berupa hasil laporan menggunakan prinsip bahwa setiap aktivitas pengelolaan
keuangan negara harus bisa dipertanggungjawabkan pada rakyat. Akuntabilitas keuangan negara harus
dikelola dengan sebagaimana mestinya baik secara transparan atau akuntabel. Adanya laporan surat
pertanggungjawaban, adanya kemudahan akses informasi publik terkait keuangan negara, dalam
konsep ini bahwa seorang yang diberikan amanah atau jabatan didunia ini harus dipertanggung
jawabkan setiap apa yang dilakukan, dipertanggungjawabkan dihadapan manusia selaku pimpinan
maupun masyarakat dan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT sesuai amanah yang
diberikan.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pengawasan Keuangan Negara.
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